e = AW Ve W | l_.l'ff"ll-'-" i [RALINAT

Talnm Do Tokal 1. =

BUPATI LEBONG
: PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA
KAPITAS] JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Lebong Nomor 26 Tahun 2019
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan efektivitas pemanfaatan dana kapitasi,
sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lebong tentang Penggunaan Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang S;

n . X Sist
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Eepu'l:l?}:
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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qnd““E'Undung Nomor 36 Tahun
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Ne
Indonesia Nomor 5063); ¢
n
011 tentn
QngJJnd“"gnn

Tahun 20 1‘1
|qcpu|ﬂlk
Jdiubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundn
(Lembaran Negara Republik Indonestt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negari
Indonesia Nomor 5234), sebagaimand 2
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun N
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor e i-li_]ﬂdur'lfz'-“"
tentang Pembentukan Peraturan Pﬂ'”'?‘dang.l un 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia T8T0 [y
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RCP

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republi
[:dnncaia Tahun 200-(4 Nomor 244, Tambaligﬂ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 qunr 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Re :
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); PEIFEERRE
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5
9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tﬂhunl:jzc(:ilm
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (QU
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ”“mﬂrmemeri
scbagaimana telah diubah dengan Peraturaii o/t o
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 -leNornm'
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nch'“Hukum
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan rfmduk 2018
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun Z’gii
tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan t;a.n
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan I‘EQSChﬂ
Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 3135);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENGGUNAAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA  FASILITAS KESEHATAN  TINGKAT

PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LEBONG,

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal |

1. Pemerintah Daerah
Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong,

3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong,

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kasehatan Kabupaten
Lebong.

adalah Pemerintah Kabupaten

I i
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S. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya

adalah jaminan berupa perlindungan lmscmlﬂeqehatﬂ”

peserta. memperoleh manfaat pemeliharaafl ‘-I:l dasar

dan perlindungan dalam memenuhi ](Fhu“”mn, yang

kesehatan vang diberikan kepada setiap ora Pintah.

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pcmer—ehatﬂﬂ
6. Fasilitas Keschatan adalah Fasilitas Pelayanan Kes

upaya
vang digunakan untuk menyelenggarakan ronl:oéf,
pelayanan  kesehatan  perorangan, baik d?]akukaﬂ

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
oleh  Pemerintah, PEmerintah Daerah, dan/atau
masyarakat. .

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya dise}?:r:
FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakuia™
pelayanan kesehatan perorangan yang LhEI‘SI_fﬂT 1'1':}'El
spesinlistik  untuk keperluan observasi, diagnosis,
perawatan, pengobatan, atau pelayanan kesehatan
lainnya.

8. Bﬂdﬂ::'l Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
selanjunya disebut BPJS Kesehatan adalah badan
hukum vang dibentuk untuk menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan.

9. Penerima Bantuan luran selanjutnya disebut PBI adalah
seluruh peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang memlhkll
kartu Jamkesmas dan Jamkesda atau sudah tercatat di
database kepersertaan BPJS.

10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan
yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan,

11. Pengelolaan Dana  Kapatasi adalah tata cara
penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, dan
pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh
FKTP dari BPJS Kesehatan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara [ndonesia vang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

14, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
ASN gda]ay PNS df'ln PPPK yang diangkat oleh Pejabat
Fembma hepe_g,awalan dan c_liserahi tugas dalam suaty

Jabata_n Eemenntahan atau diserahi tugas negara lainnya

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

15. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD
adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna barang,
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) T rangkat
/ 16. Rencana Kerja dan Anggaran (:]'rgams‘%IPII;'3 dalah

a
Daerah, yang selanjutnya disebut RKA- » belanja

dokumen yang memuat rencana pendapatan da L aatan,
OPD atau dokumen yang memuat rencana pen rl')ungSi
belanja dan pembiayaan OPD yang melaksanakarn dasar
bendahara umum daerah yang digunakan sehagal
penyusunan rancangan APBD. I——
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi
Daerah  yang selanjutnya disebut DPA-OFD .
dokumen yang memuat pendapatan dan belanj
atau dokumen yang memuat pendapatan, _h"c]anéa hara
pembiayaan OPD yang melaksanakan fungsi bgn E:iasar
umum daernh  yang digunakan sebagal
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pfrﬂngkat
adalah
OPD

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN uptuk jasa
pelayanan kesehatan dan dukungan biaya opcrasm:nal P?‘!a
FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik
pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II
PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan
seluruhnya untuk :

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan,
subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnva 60%
(enam puluh persen) dan penerimaan Dana I-{apitélsi.

(4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan
biaya operasional pelavanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar
alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4] ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan
Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lebong dengan mempertimbangkan ;

a. tunjangan yang telah diterima dari

merint
daerah; pe ah
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atan dnlam

b. kegi i
€g1atan operasional pelayanan kcschg P{.‘lnyﬂ"ﬂ”

rangka mencapai target kinerja di bidan
kesehatan: dan

€. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan baha
habis pakai,

n mEdiB

Pa=al 4

imana dimaksud

1) P : : (apitasi
(1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebaga tu) tahun

dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (sa
anggaran, .

(2) Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi S
dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya di
sesuai dengan ketentuan  peraturan
undangan.

ebagaimana
laksanakan
perundang-

BAB Il
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (3)
dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga
nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. calon PNS;
b. PNS;
c. PPPK

d. peserta program internsip;

e. peserta program penugasan khusus termasuk

nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh kepala

dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal

PNS tidak memadai.

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga
kesechatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
mempertimbangkan variabel:

a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
b. kehadiran.

=~

Pasal 6

(1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. jenis ketenagaan;

b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung
jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan;
dan

c. masa kerja.

[V Teacu
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ksud pada

(2) Vari ieni m
ﬂh{'l enis kete . i ima
E tenagaan sebagnimana di n scbagal

i‘)}“_'ﬁ (1) huruf a, dengan ketentuan penilaia

erikut: :

A, tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima I?“]“,h)'.] i
b. tenag i : am internsip, diben nie

75 (tujuh pula lim;
c. tenaga apotcker, tenaga profesi keperawatan (Ners):
tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100
d. tenaga keschntan paling rendah S1/D4,
B0 (delapan puluh);
e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (ena
f. asisten tenaga keschatan, diberi nilai 50 (
g. tenaga non keschatan paling rendah S1/
nilai 60 (enam puluh);
h. tenaga nonkesehatan D3, di
i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, di
(dua puluh lima); dan
j. peserta program penugasan
nusantara sehat, diberi nilai sebesar 5
persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada h'u .
a, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan Jenis
ketenagaannyva. .

(3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Jenis
pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui
oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

(4) Variabel rangkap tugas  jabatan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada
tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
ketentuan penilaian sebagai benkut:

a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan

b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi
JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab
penatausahaan keuangan.

(5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau
koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan
penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap
jenis program/upaya/pelayanan.

(6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2
(dua);

b. 5. (lima) tahun sampai c_]engan 10 (sepuluh) tahun,
diberi tambahan nilai 5 (lima};

c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);

d. 16 {enan_l be!as] tahun sal:np‘ai dengan 20 (dua puluh)
tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

M
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€. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 {(:32
puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (¢
puluh); dan

f. lebih dari 25 (dua puluh  lima) tahun,
tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

diberi

Pasal 7

lalam pasal 5

‘ari i i imaksud ¢ A
(1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaks ninn sebagai

pada avat (3) huruf b dengan ketetuan peni

berikut:

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu] per
dan

b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang
diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu
bulan, dikurangi 1 (satu).

(2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan
kedinasan oleh pejabat yvang berwenang pn!ing-bnﬂyﬂlf 4
(tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

hari;

Pasal B

Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang
diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga
non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan
jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan
pembayaran kapitasi vang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

(1) AJokasi Dana_ Kapitasi untuk pembayaran dukungan
b!a}'a operasional pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:

a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai; dan
b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan  kesehatan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi: .
a. belanja barang operasional, terdiri atas:

1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung:

2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung; g,

3. belanja operasional dan pemeliharaan kendara'an
puskesmas keliling dan ambulans;

4, bahan cetak, fﬂiﬂkﬂpi, penggundaan, atau alat

tulis kantor;
BAGMNI :
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s : : . istem
S. administrasi, koordinasi program, dan sist

nformasi; ta
6. peningkatan kapasitas sumber daya mansi
kesehatan; dan/atau
7. pemeliharaan sarann dan prasarana. ang
b. belanjn modal untuk sarmna dan prasarani yran
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peratu

perundang-undangan,

Pasal 11

(1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan mcc.lm habis
pakai, dan pengadnan barang/jasa yang terkait dengan
dukungan biava operasional pelayanan keschatan
lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan
diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan

FKTP, dengan memenuhi

program rujuk balik di
peraturan

persvaralan sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan.

(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh
pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berpedoman pada formularium nasional.

(3) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang
dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat
herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas,
dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebong.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP
Fhlakukan secara elektronik menggunakan sistem
informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara
elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (e-
commerce], serta sistem pendukung sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dj bidan

N Be?gadaan barang/jasa pemerintah. )
alam hal infrastruktur pendukun
secara elektronik selmgﬁinﬁana dim:k;ur(l]m:adfnagt:ﬂan
belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barp * i )
oleh FKTP dilakukan secara manunl/non-elektronil:{ghasa

(3) Fengadaa}n barang/jasa sebagnimang (Iimaksml‘ d
a-'."al {_l} dilakukan oleh kepala FKTP atay stal FKTP i
duunlj_ullt olelh kepala FKTP yang diutamaka o
memiliki sertifikat pengadaan bérang,.’jﬂsa " g

(4) Dalam hal barang/jasa yYang dibutuhkan F:}{TP'

a. belum tercantum dalam k
. atalog ele i
g at B ktronik atau toko

W BAGIAN ’
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b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog elektronik

] 3 u
atau toko daring tetapi penyedin tidak mmpza
melayani pemesanan barang/jasa ]d“t!in
keterbatasan jangkauan layanan penyet

barang/jasa.

FKTP dapat melaksanakan pengadaan hnrnngﬂ“ﬂ‘:

secara manual/non-elektronik atau tidak mcl{ﬂ:i:mn
purchasing  sesuai dengan  kelentuan  perd

e - .

perundang-undangan secara

(5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
manual/non-elektronik atau tidak melalui e-P”m'mS,[,;,Tg
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dan ayal (4. Fh:
terlebih dahulu berkonsultasi dengan chn!'n Bagian
Penpadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah kabupaten

; il ikan dengan surat resmi dari Bagian
Lebong vang dibukti B naten

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabu

Lebong.
(6) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong
sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati
ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP
secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur
Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN,
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong melaporkan
pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan secara
berjenjang kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
dan Kemeterian Kesehatan.

(2) Pelaporan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi
dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BARB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan
Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama Milik Pcmer'irjtﬂh
Daerah Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkannya
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
geal 19 April 2022

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 April 2022

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 17

T e  —— iy

PERERINTAR KABURATEN LEBONG

hethig 1-1‘.'-'1"'.1
Pl i 10
[]" f ||I
-

™~ i
T — e e e —
[ ia_r-l_lr- -"_ TR R
btk A 0Ol D %
FHBMYER ) Py
- | 1] 11 EEM
RAGUPATEN LEECH 18

L)

i

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

